FERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Memmbang

Mengingat

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN SERTA
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHRAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI MUARA ENIN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketenfuan Pasal 43 dan Pasal 44
Keputusan Menten Dalam Megen Nomor 64 Tahunl999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenan Desa, maka dipandang
perlu  mengambil  langkah-langkah wntuk  pemberdayaan,
pelestanian dan penpembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat
Kabupaten Muara Enim;

bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud dalam
buruf a perlu  menetapkan  Peraturan  Daecah  tentang
Pemberdayaan, Felestarian dan Pengembansan Adat Istiadat dan
Lembaga Adat,

Undang-undang Womor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Draerah Tingkat 1 dan Kotapraja di Somatera Selatan (Lembaran
Megara Republik Indonesta Tahun 195% WNomor 73; Tambahan
Lembaran Negara Momor 1821

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriotahan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tehuon 1599
Womor 60; Tambaban Lambaran Negara Nomor 3839,

Peraturan Pemenntzh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintab dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dasrah Olonom
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54;
Tambahan Lembaran MNegar Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Fenyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan Bentuk
Rapcangsn Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Mepara Republik
Indonesia Tabun 1999 Momor 70);

Peraturan Menteri Dalam Negen MNomeor 4 Tahun 1999 (entang
Pencabutan  Bebermpa  Peraturan  Menten  Dalam MNegen,
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam
Mepen sebapa Pelaksanasn Undang-undang Womoer 5 Tabun
1979 tentang Pemenntahan Desa;



6. Keputusan Menteri Dalam Negent Nomor 63 Tahun 19599 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Penstilahan Dalam
Penvelenggarpan Pemenatahan Desa dan Kelurahan,

7. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

8. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 65 Tehun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Felurahan,

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTAMNG PEMBERDAY AAN DAN

PELESTARIAN SERTA PENGEMBANGAN ADAT [STIADAT
DAN LEMBAGA ADAT.

BAEBI
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1

Dialam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1

Laz

Bupati adalah Bupatr Muara Enim.
Pemerimah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Crewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRDY) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Muara Enim,

Pemerintahan [Daerah adalah penvelenpgarsan pemerintzhan Dacrab Otonom oleh
Pemerintah Deerah dan DFRD menurws Asas Desentralisast

Chonomi Daersh adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyvarakat menwrut prakarsa masvarakat sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Daerah Otonom, selanjutnya discbut Daerah, adalah kesaluan masyarakat hukum
vang mempunyai  batas Daerah tertentu berwenang mengatur  dan  mengurus
kepentingan masyarakal setempal mevrut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kecamatan adalah wilayah keja Camat sebagar perangkat Daerah Eabupaten Muara
Entm.

Kelurahan adalah wilavah kerja Lurah sebaszat Perangkat Daerah Kabupaten dibawah
Kecamatan.



¢ Desa adslah Kessman masyarekst Hukum yang memihkn kewenangan ummk
mengatur dan meéngurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul can
adnt isnadat setempat vang digkw dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
Daerah Kabupaten.

10. Badan Perwakilan Rakvat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan
Perwakilan yang terdini atas pemuka-pemuka masyarakat vang ada di Desa yang
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menvalurkan  aspirasi  masyarakat, serta melakukan pengawssan  lerhadap
penyelengraraan Pemenntahan Desa

11. Adat [stiadat adalah nilai atau norma, keidah dan kevakinan masvarakat Desa atau
satuan masyarakat lainnyva serta nifal staw nooma lein yang masib dibayati dan
dipelibara

12. Lembaga Adat adalah organisasi kemasvarakatan vanpg dibentuk merupakan wadah
dalam rangka membina, memberdavakan, melestarikan, mengembangkan adat istadat
sebagal norma, kaidah dengan keyakinan sosial vans tumbuoh dan berkembang dalam
masvarakal.

I3, Pemberdayaan adalah semua kepiatan dalam rangka memeliharamempertahankan
memberdayakan, mengembangkan adat istadat dan lembaps adat vang perlu dijaga
kelesiariannya secara barlanjut,

14 Pelestarian adalah upeya untuk menjapa dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan
adab yang merupakan adat istiadat vang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.

13, Pengembangan adalah upaya vang terpadu, erencana dan terarah apar adat istiadat
dan lembags adat masvarakat dapal berkembang, sehingga mampu meningkatkan

peranannye dalam pembangunan sesual perubaban sosizl, budaya dan ekonomi vang
sedang berlaku,

BABI
MEKANISME PEMBERDAYAAN,
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
Pasal 2
Pemberdavaan, pelestardan dan pengembangan adat istadat  dilaksanakan  melalw
lembaga-lembaga adat Desa’'Kelurahan dan lembaga adat Kabupaten.

Pasal 3

Lembaga adat Desa dibentuk atas prakarss masvarakal Dess yang bersanghutan yang
ditetapkan dengan Kepurusan Kepala Desz atas persctujuan BPRD.

Pasal 4

Lembaga Adat Kelurshan dibentuk atas  prakarsa  masyarakat Kelurahan  vang
bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.



Pasal 5

{1) Lembaga Adat Kabupaten dibentuk ztas prakarsa masyzrakat kabupaten vang
bersangkutan, ditetapkan dengan Keputusan Bupat: alas persetujuan pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,

{2y Anpgota-angoota Lembaga Adat Kabupaten adalzsh Ketus-ketua Lembaps Ada
Dresa'kelurahan.

Pasal 6

{1) Lembaga Adat Desa’Kelurahan diben nama Rapat Adat Desa/Kelurahan.
(2} Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Pembina Adat Kabupaten Muara Enim.

Pasal 7

{11 Wilayah kerja lembaga adat Desa/Relurahan adalah wilayah Desa/Kelurahan masing-
rmasing,

{2) Perubahan wilayah kerja lembaga adat DesaKelurshan dilakukan berdasarkan
kesepakatan hasil musyawarah lembaps adat yvang berbatasan.

Pasal 8

Anggota-anggota Lembapa Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten terdiri
algs unsur-unsur pemuka adat, pemuka-pemuka agama dan pemuka masvarakat lainnya
dan Desa/Kelurahan dan Kabupaten.

Pasal @

Lembapa Adat Desa/Kelurahan jumlab keanggotaannya disesuaikan denpan kebutuehan,

BAL 111
KEDUDUKAN TUGAS DANK FUNGSI LEMBAGA ADAT

Prasal 10

(1) Lembaga Adat Desa berkedudukan sebagat mitra Pemerintah Desa.
(2) Lembaga Adat Kelurahan berkedudukan sebagal mitra Pemeriniah Kelurahan,
(2} Lembaga Adat Kabupaien berkedudikan sebagai mitra Pemerintah Kabupaten,

Pasal 11

Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi

a. mengusahakan pembingan, pemberdavaan, pelestarian dan penpgembangan adat
1stiadat;

b. menyelesaikan urusan adat istiadat;

¢ membanty Pemenntah Desa/Pemerintah Keluraban sepanjang menyanghkut adat
istiadal.



Pasal 12

(1) Tugss dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan dimaksud dalam pasal 11 huruf a
dan b meliputi ;

a.

£

B

membina,memberdayakan, melestarikan dan meogembangkan adat istiadat
masyarakat dalam memperkaya budaya Daerah  serts memberdayakan
masvarakat dalam pembinaan kemasyarakatan,

menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  dalam  pembinazan
pemberdayaan, pelestanian dan penpembangan adat istadal masyarakat,

mencatat adat istiadal masyvarakat yang hidup, tembub dan berkembang dalam
masvarakat Desa/Fclurahan vang bersanplostan;

menvelesaikan  perselisihan  vang menyangkut adat istiadat masyarakat
Desa/Eelurahan yang bersanghutan,

mencipiakan hubungan yang harmoms terhadap perbedasn adat stiadat dalam
masyarakat;

melaksanzkan kerjasama antara Lembags Adat,

membina hubungan kemitraan dengan Pemenntah DesaPemernintah Kelurshan,

{2) Pelaksanaan tegas dan lungst lembaga adat Desa/Belurahan tersebul pada ayat (1)
dengan mempedomant Fompilas: Adat [stiadat Kabupaten.

Posal 13

(1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten meliput:

i.

merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat
istindat masvarakal Kabupaten;

mencatat adat 1stiadat masyarakat dalam Kabupaten;
mensosialisasikan dan menyebarlvaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten,

secard proaktif mengikuti perkembapgan Lembaya Adul DesaKeluralian dan
Eabupaten,

membina hubungzn kemitraan denzan Pemerintah Kabupaten,

(2} Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaps Adat Kabupsten tersebul pada avat {1)
denpgan mempedoman Kompilasi Adat [stiadat Kabupaten,



BABIV
HAK WEWENANG DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA ADAT

Pasal 14

Lembaga Adat mempunyal hak

. melakukan tindakan penyelesaian masalah diluar maupun di dalam Pengadilan,

b. menjalin hubungan kerjasama antar Lembaga Adat;

¢. menerima penghasilan dari sumber pendapatan Desa vang besamya ditetapkan
dengan Peraturan Desa;

d. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 15

Lembaga Adat sesuai dengan tingkal masing-masing mempunyal Wewenang -
a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan;

b. membanty warga masyarakat dalam melaksanakan adal istiadat;

¢ membuat Keputusan/Penetapan menurot Hekum Adat.

Pasal 16

Lembaga Adat sesual dengan tingkat masing-masing mempunyat kewajiban :

2 memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang
kepada Pemerintah DesaPernerintzh Kelurahan dan Pemenntah Kabupaten dalam
penyelenpgaraan Pemernintahan dan pembinaan masyarakal yang adil dan demokrats;

b membantu kelancaran penyelengaraan pemerintzhan, pembangunan dan pembinaan
dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat selempat;

menciprakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat
Adat dalam rangka memperkokoh persatean dan kesatuan bangsa.

L]

BABY
SUSUNAN OHRCANISASI

Paual 17

(1} Susunan organisasi kepengurusan lembaga adat Desa/kelurahan terdin atas Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahaca dan 5 (lima) orang anggota,

(2} Kepengurusan lembaga adat DesaKelurahan sehan-hari dileksanalkan oleh Pengurus
Lembapa Adat yang bersanghutan.

(3) Kepiatan Lembapa Adat Desa/Feluraban schan-harn dilaksanakan oleh pengurus
lembaga adat vang bersangkutan.

{4) Kepengurusan lembaga Adat Dess ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas
pertimbangan BPRD

(5) Kepenpurusan lembaga adat Kelurzhan ditetapkan dengan Keputusan Lurab.



Poszl 18

(1} Susunan organisasi kepengurnusan lembaga Adat Kabupalen terdin atas Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 9 {sembilan) orang anggots.

(2) Kepengurusan lembaga adat Kabupaten dipilih dari dan oleh anpgota lembaga adat
Kabupaten.

(3) Kegiatan lembaga adat Kabupaten sehari-hari dilaksanakan oleh pengurus lembaga
Adpt Kabupaten.

(4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 19

(1} Hubungan kerja  antara  lembaga  Adat  DesaBelurshan  dengan Kepala
DesaFelurahan bersifat Kemitraan.

(1) Dalam pelaksanaan tata kerja antara lembaga Adat Desa/Kelurahan denpan lembaga
Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisast.

Payal 20

(1) Ketua Lembags Adat DesaKelurshan dan Ketus Lembaga Adat Kabupaten
metnimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk
bagi pelaksanaan tugss masing-masing,

(7} Ketus Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketea Lembags Adat Kabupaten
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Repala Kelurahan dan
Bupati dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengambil langkah-langkah dalam
rangka pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat,

(3) Keputusan-keputusan Lembaga Adat Desaelurahan dan Lembega Adat Kabupaten
harus diteati oleh setiap anppota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan
dan merupakan pedoman bagi aparatur Pemerintah di Desafelurahan dan Kabupaten
dalem menjalankan nigas Pemerintahan di Bidang masing-masing,



BAEB VIl
KEUANGAN LEMBAGA ADAT

Pasal 21
{1) Keuangan Lembaga Adat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan bantuan dan Pemenntah Kabupaten vang diangeoarkan dalam Angearan
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabugpaten.
(2) Keuanpan Lembage Adat Kelurahan dan Kabupaten dianggarkan dalam Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasnl 22

{1) Biaya operasional Lembaga Adat Desa ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Desa
setiap tabun atas usul Lembaga Adat Desa,

{2} Biaya operasional Lembaga Adat Kelurahan dan Kabupaten duetapkan denpan
Reputusan Bupati setiap 1ahun.

BAR VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23
(1) Pembansan dan pengavwasan tethedap pemberdayaan, pelestarian dan penpembangan
adat istiadat dan lembags adat dilaksanakan oleh Pemerinlah Propinst dan Pemennitah
Kabupaten.

{2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dapat berups
pemberian pedoman, mmbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BADIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Segala peraturan yang sudah ada berkepaen dengan pengaturan lembaga  Adat

Desa’/Kelurshan dan Lembaga  Adat Kabupaten tetap  berlaku  sepanjang  tidak
bertentangan denpan Peraturan Daerah ind,



Pasal 25

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten serta kepengurusannya
vang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuk lembaga Adat
Diesa/Kelurahan dan Lembaga Adat Kabupaten sena kepengurusannya berdasarkan
Peraturan Daerah .

BAD X
KETENTUAN PENUTLP
Pasal 26

Hal-hal vang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lehih lanjut
oleh Bupati sepanjeng mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,

Apar seliap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Draeeah i
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muars Enim.

Ditetapkan  di Muara Enim
pada tanpeal 29 September 2000
BUPATI MUARA TENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

pads 1anggal 29 September 2000

SEKRETARIS D HKABUPATEN
MU A RAAENTM,

N ROBAIN 5IROLD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR. 20



